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Konsep Negara, Tujuan Negara

dan Urgensi Negara




I. Negara

1. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi
pokok dari kekuasaan politik.

2. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan
untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan
menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam mas yarakat.

3. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan
kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan
yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

4. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan
dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu baik oleh individu dan
golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.
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I. Negara

5. Roger H. Soltau : “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.

6. Robert M. Maclver : “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu
masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh
suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa”.

1. Harold J. Laski : “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan Karena mempunyai
wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

8. Max weber : “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.
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Teritorial / Wilayah dan Penduduk

9. Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan
tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah,
tetapi laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya.

10. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua
penduduk didalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini,
maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk,

tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan masalah nasionalisme.
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Pemerintah dan Kedaulatan

11. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan
melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam
wilayahnya. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif,

eksekutif dan yudikatif.

12. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang yang melaksanakannya
dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep
yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari
kekuasaan politik.
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Tugas Negara

13. mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial,
yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme
yang membahayakan. mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia

dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.
Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan

disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.




Sifat Negara

14. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian
penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara
memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memalkai kekerasan fisik
secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb.

15. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan
atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap
bertentangan dengan tujuan masyarakat.

16. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan
membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
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II. Tujuan Negara

17. Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang
serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

Menurut Harold J. Laski menciptakan keadaan dimana rakyatnya
dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

18. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan
Undang Undang Dasar NRI 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”




II. Fungsi Negara

19. Melaksanakan penertiban (law & order).

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban.
Fungsi inl sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan
maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul
dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang
proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

20. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Fungsi inl semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara
yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat).
Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera,
terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.
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II. Fungsi Negara

21.Pertahanan.

Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya
dari berbagal ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Maka dari1 itu, penting bahwa negara
dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan
yang terlatih dan tangguh.

22. Menegakkan keadilan.

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum,
khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum
secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut
hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.




II1. Urgensi Negara

23. Urgensi negara adalah organisasi yang mampu mengatasi semua organisasi
dan paham yang ada di negara yang bersangkutan sesuai dengan sifat-sifat negara.
Sebagal organisasi, negara menjadi penentu seluruh kehidupan warga masyarakat
dan pemerintahan yang memiliki kedaulatan sebagaimana ditetapkan
dalam konstitusi/UUD NRI Tahun 1945.

24.Urgensi lainnya adalah bahwa negara menyelenggarakan upaya untuk mewujudkan
Cita — cita dan Tujuannya sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rakyat
pada saat pembentukan negara termaksud.

25. Dilain pihak, sebagai perwujudan kehendak rakyat, pembentukan negara
semata — mata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.




DISKUSI / PEMBAHASAN

Apakah syarat berdirinya suatu negara?

Apakah syarat berdirinya negara dipenuhi juga oleh NKRI?

Apa yang menjadi tujuan didirikannya NKRI?

Bagaimana hubungannya antara Proklamasi dengan UUD NRI 19457
Apa urgensi dibentuknya NKRI? Jelaskan

BRI,

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload
hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-
masing.

2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 18 April
2020, pukul 23.00 WIB.

3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka
akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil
pembahasan sampali batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.



